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PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan

yang berorientasi hasil di Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi, perlu menerapkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah oleh seluruh unit organisasi di Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, diperlukan

pedoman penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 889);


http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1999/28TAHUN1999UU.htm
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/8TAHUN2006PP.htm

Menetapkan
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program

yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan
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10.

11.

12.

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan
ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka menengah atau pada akhir
periode Rencana Strategis.

Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata
oleh wunit organisasi dalam rumusan yang spesifik,
terukur dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara
berkesinambungan dalam suatu periode rencana
strategis.

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau
beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah /lembaga untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan instansi pemerintah.

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon
II/Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga
yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran
dengan indikator kinerja yang terukur.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang merefleksikan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu

program.
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Unit Organisasi adalah unit utama, pusat, lembaga, dan
perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Unit Utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat
Jenderal Kelembagaan [lmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya
[Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, dan Inspektorat
Jenderal.

Pusat adalah Pusat Data dan Informasi, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Penelitian IImu
Pengetahuan dan Teknologi.

Lembaga adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
Lembaga Biologi Molukuler Eijkman, dan Pusat Peragaan
[Imu Pengetahuan dan Teknologi.

Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN
adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik,
dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.

Pasal 2
Pedoman SAKIP bertujuan untuk memberikan

panduan/acuan bagi unit organisasi di Kementerian dalam

penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran



